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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN 

 

 

1. Konsonan  

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan 

huruf , dalam Transliterasi  ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian 

dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin. 

 

Huruf Arab  Nama Huruf Latin  Huruf Latin  Nama  

 Alif                           Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan ا

 ba b                                 be ب

 ta t te ت

 ṡa ṡ                        es  (dengan titik di atas) ث

 jim  j je ج

 ḥa ḥ  ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de  د

 żal     ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es ش

 ṣad ṣ es dan ye ص

 ḍad               ḍ                                 de (dengan titik dibawah) ض

 ṭa ṭ   te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet(dengan titik dibawah) ظ

 ain .‘. koma terbalik di atas‘ ع

  gain g ge غ

 fa f ef ف

  qaf q ki ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

  hamzah ..ꞌ.. apostrof ء

 ya y ye ي

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

 

a. Vokal Tunggal 



Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya 

sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

     ̷            fatḥah  a  a  

               Kasrah  i i 

      ,          ḍommah  u u 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, 

transliterasinya gabungan huruf. 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama 

 Fatḥah dan ya ai a dan i    ..... ي    

 Fatḥah dan wau au a dan u ...... و   

 

c. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya 

berupa huruf dan tanda. 

Harkat dan Huruf Nama      Huruf  Nama 

  dan Tanda  

ى....َ.... ا..َ..  Fatḥah dan              a̅                      a dan garis 

 Alif atau ya 

  kasrah dan ya     i                       i dan garis ...ٍ..ى

                                                                                                        di atas 

و....ُ  

ḍammah dan                u̅                      u dan garis 

                                           Wau                                    di atas      

 

3. Ta Marbutah     

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah hidup 

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasenya 

adalah /t/. 

b. Ta marbutah mati 

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasenya adalah /h/. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan 

kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu 

ditransliterasikan dengan ha (h). 

 

4. Syaddah (Tasydid) 



Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, 

tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan 

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu 

 

5. Kata Sandang 

Kata sandang dalan sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun, 

dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh 

huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. 

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya,yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti 

kata sandang itu. 

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah   

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 

digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. 

 

6. Hamzah  

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan 

dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu 

diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

 

7. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata 

tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain 

karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata 

tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

 

 

8.  Huruf Capital 

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan arab huruf kapital tidak 

dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 

awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang 

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan arabnya memang 

lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau 

harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

 

9. Tajwid 



Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini 

merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman 

transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 

 

 

Dikutip dari: Tim  Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin,   Jakarta: 

Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima. 

  



 
 

ABSTRAK 

 

Nama   : MUAMMAR 

NIM   : 11 210 0021 

Judul    : “PENGGABUNGAN ITSBAT NIKAH DAN PERCERAIAN MENURUT 

HAKIM (Studi Kasus Perkara No. 18/Pdt.G/2015 Di Pengadilan Agama 

Panyabungan).” 

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya perkawinan yang di dalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di samping asas monogami, perceraian mendapat 

tempat tersendiri, karena kenyataanya didalam masyarakat perkawinan sering kali 

terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah 

Pernikahan yang tidak memiliki akta nikah dapat mengajukan itsbat   nikah ke 

Pengadilan Agama untuk memperoleh kekuatan hukum terhadap sahnya pernikahan 

tersebut. Dan pernikahan yang diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama haruslah 

pernikahan yang sah menurut hukum Islam, yaitu pernikahan yang telah memenuhi 

rukun dan syarat pernikahan, selanjutnya apabila ingin mengajukan perceraian ke 

Pengadilan Agama, yang menjadi syarat utama adalah akta nikah,dan di dalam 

Undang-Undang peradilan No 7 Tahun 1989 tidak ada dijelaskan tentang 

penggabunagan itsbat  nikah dengan perceraian, akan tetapi dalam kenyataannya dua perkara 

tersebut dibuat dalam satu gugatan dan di putus oleh Hakim. 

 berangkat dari pernyataan diatas peneliti akan melakukan kajian terhadap kasus 

perkara penggabungan itsbat  nikah dengan perceraian No. 18/Pdt.G/2015/PA.Pyb  dan yang 

menjadi pertimbangan serta dasar Hakim dalam memutus perkara tersebut. 

Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan 

yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan cara menganalisis putusan Pengadilan Agama Panyabungan                                

No. 18/Pdt.G/2015/PA.Pyb, dan juga melakukan wawancara dengan para hakim serta 

meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul 

dan pokok permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa yang menjadi dasar hukum 

hakim dalam memutus perkara tersebut adalah Pasal 7 ayat (3) hurup (a) Kompilasi 

Hukum islam yang berbunyi “Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian 

perceraian” dan surat edaran Mahkamah Agung yang dibuat dalam bentuk buku yang 

berjudul Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama 

halaman 148 yang berbunyi ”Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak 

dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. 

Dan yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Penggabunag itsbat 

nikah dan perceraian adalah untuk mewujudkan azas peradilan  cepat, mudah, 

sederhana dan biaya ringan. 

 
 



 
 

KATA PENGANTAR 

         
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yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah 

menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan 

untuk keselamatan di akhirat kelak. 
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Menurut Hakim (Studi Kasus Perkara No. 18/Pdt.G/2015 di Pengadilan Agama 

Panyabungan)” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan Sunnah Allah dan 

Sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri 

dari kehidupan perkawinan itu menyalahi Sunnah Allah dan Sunnah Rasul 

tersebut dan menyalahi kehendak Allah mencipatakan rumah tangga yang 

sakinah mawaddah dan warohmah.1 

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi 

dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan 

kemudaratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan 

demikian, pada dasarnya perceraian atau Thalaq itu adalah sesuatu yang tidak 

disenangi yang dalam istilah ushul fiqh disebut makruh.2 

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selamanya sampai 

matinya salah seorang suami istri. Inilah yang sebenarnya yang dikehendaki 

agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang 

menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan itu 

tetap dilanjutkan maka kemudratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam 

                                                           
1Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat 

Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 199 
2Ibid., 
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membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha 

melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu 

jalan keluar yang baik.3 

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya perkawinan yang di 

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di samping asas monogami, 

perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataanya didalam 

masyarakat perkawinan sering kali terjadi berakhir dengan perceraian yang 

begitu mudah. Juga perceraian adakalanya terjadi karena tindakan sewenang-

wenangnya dari pihak laki-laki. Di beberapa daerah di Indonesia angka 

perceraian meningkat, sebelum Rancangan Undang-undang Perkawinan 

berhasil diundangkan.4 

“Putusnya perkawinan” adalah istilah hukum yang digunakan dalam 

Undang-undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya 

hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama 

ini hidup sebagai suami-istri.5 

Untuk memperkecil atau mempersukar perceraian Undang-undang 

memberi batasan–batasan untuk melakukan bahwa suami istri itu tidak akan 

dapat lagi sebagai suami istri. Dengan alasan-alasan untuk melakukan 

                                                           
3Ibid., hlm. 190 
4 Soedharyo Soimin, Hukum Orang Dan Keluarga (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 

63 
5 Amir Syarifuddin, Op. Cit., hlm. 189 
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perceraian itu harus melalui Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama 

Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang lainnya.6 

Di dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 antara lain 

diatur dalam pasal 39 sampai pasal 41 dan dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam 

pasal 14 sampai dengan pasal 36 perceraian diatur dengan cara cerai gugat dan 

cerai talak. Perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut, yang 

pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam akan 

menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat 

tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan 

istrinya disertai dengan alasan alasan serta meminta kepada Pengadilan agar 

diadakan sidang untuk keperluan itu.7 

Selain alasan yang kuat akta nikah juga harus disertakan ketika 

mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama sebagai bukti adanya pernikahan. 

Karena tidak mungkin ada perceraian bagi orang yang tidak melakukan 

pernikahan. Pernikahan yang tidak memiliki akta nikah, dapat mengajukan 

isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kekuatan hukum terhadap 

sahnya pernikahan tersebut. Dan pernikahan yang diajukan isbat nikah ke 

Pengadilan Agama haruslah pernikahan yang sah menurut hukum Islam, yaitu 

pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. 

                                                           
6Soedharyo Soimin, Op. Cit., hlm.64 
7Ibid., hlm. 65 
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Selanjutnya, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

menentukan mengenai perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta 

nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, 

pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.8 

Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tanggal 21 

November yang berlaku sejak 2 November   1945 melalui Undang-undang No. 

32 tahun 1945 tanggal 26 Oktober 1945 (LN. 1945 No. 98), yakni Undang-

undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk mengantar tentang pencatatan 

nikah, talak dan rujuk di Indonesia bagi orang Islam. Dalam pasal 1 UU No. 22 

Tahun 1946 ditentukan bahwa: 

Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai 

pencatatan nikah yang diangkat oleh Mentri Agama atau pegawai yang ditujuk 

olehnya. 

Dalam perkembangan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai 

pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut diminta oleh pasal 2 

ayat (2) yang menyatakan bahwa:  Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Formalitas tertentu yang diperlukan bagi dilangsungkannya perkawinan 

diatur dalam pasal 3-11 PP No. 9 tahun 1975, yakni: 

                                                           
8Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012), hlm. 229 
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a. Memberitahukan kehendak untuk melangsungkannya perkawinan 

Kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan 

Pasal (3) 

b. Adanya pengumuman yang diselanggarakan oleh pegawai pencatat 

dikantor pencatat perkawinan tentang kehendak untuk melangsungkan 

perrkawinan itu (8) 

c. Perkawinan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang 

dihadiri oleh dua orang saksi dengan mengindahkan tata perkawinan 

menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya (pasal 

10) 

d. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai 

 diharuskan menandatangani akta perkawinan, yang diikuti oleh kedua 

saksi, pegawai pencatat, dan wali nikah atau wakilnya bagi mereka yang 

beragama Islam (pasal 11) 

e. Untuk memeberikan kepastian hukum tentang adanya perkawinan, 

 kepada mempelai diserahkan kutipan akta nikah/perkawinan sebagai 

alat bukti (pasal 12) 

Pernikahan yang tidak memiliki akta nikah dapat mengajukan itsbat   

nikah ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kekuatan hukum terhadap 

sahnya pernikahan tersebut. Dan pernikahan yang diajukan isbat   nikahnya ke 

Pengadilan Agama haruslah pernikahan yang sah menurut hukum Islam, yaitu 

pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.  
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Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Nomor 22 undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989, pengajuan itsbat nikah hanya diperuntukkan bagi pernikahan yang 

terjadi sebelum berlakunya undang-undng Nomor 1 Tahun 1974. Karena 

pernikahan setelah undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 barulah ada 

pembuatan akta nikah. Jadi, semua pernikahan yang terjadi sebelum undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mempunyai akta nikah. Maka wajarlah jika 

pernikahan tersebut boleh mengajukan itsbat nikah. Akan tetapi, dalam Pasal 7 

ayat (3) Kompilasi Hukum Islam membolehkan pengajuan isbat nikah dalam 

hal lain, seperti:  

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 

b. Hilangnya Akta Nikah; 

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 

d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang 

No.1 Tahun 1974 dan; 

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 

perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.9 

Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian yang 

disebutkan dalam huruf (a) inilah yang menjadi dasar hakim dalam menerima 

perkara isbat nikah yang digabungkan dengan perkara perceraian baik itu cerai 

talak maupun cerai gugat. Kompilasi Hukum Islam merupakan instruksi 

                                                           
9Departemen Agama RI, Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998), hlm.86 
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presiden dan tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan. Menurut 

Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-

undangan yang termasuk hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 

1. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945; 

2. Ketetapan majlis permusyawaratan rakyat;  

3. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.10 

Komulasi itsbat nikah dan perceraian diperbolehkan, apabila 

mempunyai UU dan dasar hukum yang jelas, dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 

Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1). Dalam pasal tersebut membolehkan 

perkara perceraian diajukan bersama-sama dengan penguasan anak, harta 

bersama, nafkah anak dan nafkah isteri, sedangkan isbat nikah tidak disebutkan 

sama sekali. Selain penggabungan dengan isbat nikah tidak disebutkan dalam 

pasal tersebut, begitu juga halnya dalam hukum Islam.  

Bahwasanya di Pengadilan Agama Panyabungan, Hakim 

menggabungkan permohonan Isbat nikah bersamaan dengan perkara 

perceraian. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan hakim Pengadilan 

                                                           
10Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm.6 
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Agama Panyabungan terhadap perkara Isbat nikah dan perceraian No 

18/Pdt.G/2015 PA Pyb. 

Penggabungan perkara isbat nikah dengan perceraian yang dilakukan 

Hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam hal ini tidak sesuai dengan 

undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (5) dan 

Pasal 86 ayat (1). Perkara isbat nikah dan perceraian pada kedua tuntutan 

mempunyai akibat hukum yang berbeda. isbat nikah mengakibatkan adanya 

pembuktian dan perceraian mengakibatkan putusnya pernikahan. Akan tetapi 

di pengadilan Agama Panyabungan majelis hakim memutuskan perkara isbat 

dan perceraian dalam satu acara. 

Sesuai dengan keterangan di atas Peneliti melihat perlu melakukan 

penelitian. Oleh karena itu Peneliti mengangkat kajian yang berjudul: 

“PENGGABUNGAN ISBAT NIKAH DAN PERCERAIAN MENURUT 

HAKIM (Studi Kasus Perkara No. 18/Pdt.G/2015 Di Pengadilan Agama 

Panyabungan).” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa yang menjadi dasar Hakim Pengadilan Agama Panyabungan 

Kabupaten Mandailing Natal dalam memutuskan perkara 

penggabungan itsbat nikah dengan perceraian? 

2. Apakah Putusan Hakim No.18/Pdt.G/2015 Di Pengadilan Agama 

Panyabungan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku?  
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C.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dasar Hakim Pengadilan Agama Panyabungan 

Kabupaten Mandailing Natal dalam memutuskan perkara perceraian yang 

menimbulkan penggabungan isbat nikah dengan perceraian. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian antara Putusan Hakim No. 18/Pdt.G/2015 Di 

Pengadilan Agama Panyabungan dengan undang-undang yang berlaku 

dengan hukum Islam. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut: 

1. Sebagai sebuah masukan berarti bagi segenap para sarjana hukum Islam 

agar kiranya dapat mengembangkan diskursus tentang komulasi gugatan 

atau permohonan. 

2. Merupakan bahan pengembangan wacana keilmuan kepada para praktisi 

hukum seperti Hakim, Pengacara, dan sebagainya dalam menangani 

perkara permohonan tsbat nikah yang dikomulasikan dengan perceraian. 

3. Memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana 

Hukum Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan. 

E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah yang dipakai 

dalam skripsi ini, dibuat batasan istilah sebagai berikut: 
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1. Isbat nikah berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu tsbat dan nikah. 

Kata itsbat adalah isim masdar yang berasal dari kata asbata yasbitu 

itsbatan yang berarti penentuan atau penetapan.11 Sedangkan pengertian 

nikah adalah Akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan 

tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya untuk membentuk 

sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. 

2. Perceraian dalam istilah Fiqih diberi sebutan dengan kata thalak atau furqah 

yaitu melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-

kata tertentu, seperti thallaktuki (aku jatuhkan talakmu). Ada juga yang 

mendefenisikannya dengan melepas ikatan akad nikah dengan 

menggunakan lafaz tertentu. Dalam KHI Pasal 117 menyebutkan 

pengertian talak yaitu “Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama 

yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara yang telah 

ditentukan.12 

3. Hakim adalah petugas pengadilan yang mengadili perkara; dalam ilmu 

pengetahuan diakui salah satu sumber hukum.13 

 

F. Sistematika Pembahasan 

                                                           
11Kamus Al-Mufid,. 145. 
12Depag RI, Kompilasi Hukum Islam, hlm.172. 
13Kamus Hukum, hlm. 61  
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Dalam pembahasan ini, Peneliti menyusun sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

1. Bab I pendahuluan, dalam bab ini Peneliti mengurai,  

a. Latar belakang masalah, untuk memberikan penjelasan awal terhadap 

sebab-akibat permasalahan berisi uraian-uraian yang mengantarkan 

kepada masalah dan menunjukkan adanya masalah yang akan diteliti 

sehingga kelihatan dengan jelas objek yang menjadi permasalahan 

penelitian serta pentingnya masalah tersebut untuk diteliti. Pada bagian 

ini, Peneliti memaparkan adanya Putusan Hakim Pengadilan Agama 

Panyabungan yang tidak sesuai dengan peraturan Undang- Undang No. 7 

Tahun 1989 Pasal 66 ayat 5. 

b. Batasan masalah, merupakan bagian penelusuran dan penjabaran seluruh 

aspek yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian 

dalam bagian ini Peneliti membatasi masalah pada studi kasus perkara 

No. 18/Pdt. G/2015/PA. PYB 

c. Batasan istilah, dimaksudkan untuk memberikan batasan ruang lingkup 

indikator-indikator dalam sebuah istilah yang akan diteliti untuk 

menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap istilah yang ada pada 

judul dan sekaligus memberikan batasan ruang lingkup objek penelitian. 

d. Rumusan masalah, merupakan penjabaran hal-hal yang menjadi 

pertanyaan dan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Peneliti 

membuatnya dalam bentuk pertanyaan yang bersifat umum dan khusus. 
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e. Tujuan penelitian, merupakan jawaban terhadap rumusan masalah berupa 

pernyataan yang akan diungkap pada akhir penelitian 

f. Kegunaan penelitian, pada bagian ini Peneliti menjelaskan manfaat yang 

hendak diperoleh dari hasil penelitian. 

g. Sistematika pembahasan, Peneliti memaparkan langkah-langkah 

penyusunan laporan penelitian ini. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka, merupakan bagian upaya Peneliti untuk meninjau 

dan membahas masalah yang menjadi objek penelitian berdasarkan dengan 

teori, konsep, hasil penelitian dan atau hasil dokumentasi yang ada 

sebelumnya. 

3. Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini Peneliti mengurai 

a. Lokasi dan waktu penelitian, pada bagian ini Peneliti menjelaskan tempat 

dilakukan penelitian dan rentang waktu pelaksanaan penelitian yang 

dimulai dari awal Penelitian proposal hingga. Penelitian laporan 

penelitian terakhir. 

b. Jenis Penelitian, peneliti menjelaskan jenis penelitian yang akan 

dilaksanakan dan karakteristiknya. 

c. Unit analisis/Subjek penelitian, peneliti menguraikan pihak pelaku objek 

penelitian secara lebih fokus, sehingga tidak ada lagi penetapan sample  

d. Sumber data, pada bagian ini peneliti mengklasifikasikan menjadi sumber 

data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer adalah pelaku 

utama dan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan objek penelitian, 
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sedangkan sumber data skunder ialah dokumen–dokumen yang berkaitan 

dengan objek penelitian. 

e. Teknik pengumpulan Data, karena penelitian ini adalah penelitian 

lapangan berbentuk studi kasus dengan pendekatan kualitatif, maka 

teknik pengumpulan data yang lebih utama adalah wawancara dan 

dokumentasi. 

f. Tehnik Analisi Data, pada bagian ini data dapat diolah dan dianalisis 

dengan berbagai teknik, yakni tergantung masalah dan tujuannya 

g. Teknik pengecekan keabsahan data, hal ini dimaksudkan supaya data 

yang diperoleh bersifat valid dan realibel sehingga hasil penelitian benar-

benar akurat. 

3. Bab IV tentang hasil penelitian, meliputi dasar Hakim Pengadilan Agama 

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam memutuskan perkara 

perceraian yang menimbulkan penggabungan isbat nikah dengan perceraian. 

Kesesuaian antara Putusan Hakim No. 18/Pdt. G/2015 Di Pengadilan Agama 

Panyabungan dengan undang-undang yang berlaku dan hukum Islam. 

4. Bab V sebagai penutup berisikan Kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Tinjauan Umum Tentang Is’bat Nikah   

1. Pengertian Is’bat Nikah 

Is’bat nikah berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu is’bat dan 

nikah. Kata itsbat adalah isim masdar yang berasal dari kata asbata yasbitu 

is’batan yang berarti penentuan atau penetapan.1 Sedangkan pengertian nikah 

adalah Akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk 

saling memuaskan satu sama lainnya untuk membentuk sebuah bahtera rumah 

tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.2 

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 juga mendefenisikan 

perkawinan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.3 Jadi, isbat nikah adalah penetapan terhadap 

pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam yang diajukan oleh 

suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang 

berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke pengadilan tempat tinggal 

Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas. 

                                                           
1Kamus Al-Mufid hlm. 145.  
2Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010), hlm. 8.  
3Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang, hlm.537-538.  
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2. Faktor Penyebab Is’bat Nikah 

Ketentuan tentang faktor penyebab is’bat nikah terdapat dalam 

penjelasan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, yaitu pernikahan yang 

berlangsung sebelum berlaku UU No 1 Tahun 1974. Dan dalam Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) memperluas membolehkan pengajuan isbat 

nikah mengenai hal: 

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 

b) Hilangnya akta nikah. 

c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat   

perkawinan. 

d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974. 

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.4 

Berdasarkan pasal 7 ini, isbat nikah tidak hanya bagi pernikahan 

sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 bahkan sesudahnya karena dalam ayat (3) 

huruf a yang menyatakan bahwa adanya perkawinan dalam rangka 

penyelesaian perceraian, mencakup semua jenis pernikahan. Seperti pernikahan 

                                                           
4Depag RI, Kompilasi hukum Islam, hlm. 141. 
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sirri, pernikahan yang tidak memiliki akta nikah, pernikahan yang terjadi 

sesudah UU Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagainya. 

3. Proses Pengajuan Is’bat Nikah 

Perkawinan untuk kepentingan yang di sebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) 

Kompilasi Hukum Islam, dapat diajukan ke Pengadilan Agama. 

Permohonan Is’bat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah 

satu dari suami, istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan 

dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama wilayah hukum 

Pemohon bertempat tinggal dengan sebagai berikut: 

a) Proses permohonan is’bat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri 

bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan 

tersebut menolak permohonan is’bat nikah, maka suami dan istri 

bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengupayakan 

hukum kasasi. 

b) Proses pemeriksaan permohonan is’bat nikah yang diajukan oleh salah 

seorang suami atau istri bersifat kontentius dengan mendudukkan istri 

atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak 

Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut 

dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.5 

                                                           
5Mahkamah Agung RI, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 

Peradilan Agama (Jakarta: Mahkamah Agung, 2010), hlm.148  
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c) Permohonan is’bat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan 

pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan 

mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai 

Termohon. 

d) Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat 

mengajukan permohonan is’bat nikah secara kontentius dengan 

mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya 

berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan 

kasasi.6 

Isi permohonan is’bat nikah, harus dilengkapi dengan alasan dan 

kepentingan yang jelas serta kongkrit. Contohnya: Bahwa pada saat ini 

Pemohon sangat membutuhkan penetapan is’bat nikah sebagai bukti nikah dan 

juga untuk keperluan perceraian. Apabila dalam proses pemeriksaan 

permohonan is’bat nikah diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam 

perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut 

harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah 

permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, 

permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. 

Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak 

dalam perkara permohonan is’bat nikah tersebut dalam huruf (a) dan (e) dapat 

                                                           
6Ibid, hlm.148-149. 
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melakukan kepada Pengadilan Agama yang memutus, setelah mengetahui ada 

penetapan is’bat nikah. Dan yang tersebut dalam huruf (b), (c) dan (d), dapat 

mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara 

is’bat nikah tersebut selama perkara belum putus. Dan jika perkaranya sudah 

putus, ia dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah 

disahkan oleh Pengadilan Agama tersebut. 

Tiga hari setelah menerima Penetapan Majelis Hakim, Ketua Majelis 

Hakim membuat Penetapan Hari Sidang sekaligus memerintahkan  JPS untuk 

mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak 

tanggal pengumuman pada media massa, cetak atau elektronik atau sekurang-

kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama. 

Pengadilan agama hanya dapat mengabulkan permohonan is’bat nikah 

bagi pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari’at Islam 

dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur 

dalam Pasal 8-10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39-44 

Kompilasi Hukum Islam. Jika dapat dibuktikan dipersidangan, maka Hakim 

akan mengesahkan pernikahan tersebut. “Untuk keseragaman, amar 

pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut: Menetapkan sahnya perkawinan 

antara…dengan…yang dilaksanakan pada tanggal…di…”.7 

 

                                                           
7Mahkamah Agung RI, Op. Cit.,  hlm.150. 
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4. Akibat Hukum Is’bat Nikah  

 

Setelah dikabulkan permohonan is’bat nikah, maka secara otomatis 

yang berkepentingan akan mendapatkan bukti otentik tentang pernikahan 

mereka yang bisa Dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan 

di Pengadilan Agama nantinya, is’bat nikah ini berfungsi sebagai kepastian 

hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu 

sendiri, dengan demikian maka pencatatan perkawinan merupakan 

persyaratan formil syahnya perkawinanan, persyaratan formil ini bersifat 

prosedural dan administratif.  

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan 

dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yakni:  

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan 

dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.  

2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatat pada 

pegawai pencatat nikah yang berwenang. 

Sebaliknya perkawinan yang tidak tercatatkan dan tidak pula diminta 

is’bat nikahnya maka kedudukan perkawinan itu adalah: 

1. .Tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada 

perkawinan sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.  
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2. Tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan yang baru 

sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang No. 1 tahun1974.  

3. Tidak dapat dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana berdasarkan 

ketentuan pasal 219 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). 

4. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita 

sebagai isteri dan juga anak-anaknya.8 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian 

1. Pengertian Perceraian 

Perceraian adalah kata-kata dalam bahasa Indonesia yang umum 

dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak, dalam istilah Fiqh yang 

berarti bubarnya nikah.9 

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “ Putusnya 

perkawinan”. Adapun maksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU 

No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, 

perceraian adalah putusnya ikatan lahir bathin antara suami dan istri  yang 

                                                           
8Ahmad Mukti Arto, Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya     

Perkawinan,Mimbar Hukum No.28 Tahun VII,(Mei-Juni, 1996), hlm. 51-52 
9Harjono, Anwar, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, (Jakarta : PT Bulan 

Bintang, 1987), hlm. 234 
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mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami 

istri tersebut.10 

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperative bahwa 

perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang 

bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.  

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum 

sebagai berikut: 

a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam 

Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah 

dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, Dalam Pasal 14 PP 

Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta Pengadilan tempat 

permohonan itu diajukan. 

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan 

menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, 

mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang 

berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceaikan istrinya 

disertai  dengan alasan-alsan serta meminta pengadilan agar 

diadakan siding untuk keperluan itu.”11  

2. Macam-Macam Perceraian 

                                                           
10https://kevinevolution.wordpress.com/2011/11/01/perceraian-menurut-uu-no-1-

tahun-1974 
11 Ibid., 
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a. Talak Raj’i 

Talak Raj’i adalah talak yang si suami diberi hak untuk kembali 

kepada istri yang ditalaknya tanpa harus melalui akad nikah yang baru, 

selama istri masih dalam masa iddah. Talak Raj’i tidak menghilangkan 

ikatan perkawinan sama sekali. Yang termasuk kedalam talak raj’i ialah 

talak satu atau talak dua. 

b. Talak Ba’in 

Talak Ba’in adalah talak yang tidak diberikan hak kepada suami 

untuk rujuk kepada istrinya. Apabila suami ingin kembali kepada mantan 

istrinya, harus dilakukan dengan akad nikah yang baru yang memenuhi 

unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Talak ba’in ini menghilangkan tali ikatan 

suami istri. Talak ba’in ini dibagi menjadi dua macam yaitu talak ba’in 

sughra dan talak ba’in kubra. 

1) Talaq Ba’in Sughra ialah talak yang tidak memberikan hak rujuk 

kepada suami tetapi suami bisa menikah kembali kepada istrinya 

dengan tidak disyaratkan istri harus menikah dahulu dengan 

laki-laki lain. Yang termasuk talak bain sughra ialah talak satu 

dan talak dua. 

2) Talak Ba’in Kubra ialah talak apabila suami ingin kembali 

kepada mantan istrinya, selain harus dilakukan dengan akad 
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nikah yang baru, disyaratkan istri harus terlebih dahulu harus 

menikah dengan orang lain dan telah diceraikan.12 

3. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian 

Dalam Islam sebab-sebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut: 

a. Thalaq, yaitu peceraian yang terjadi atas kehendak suami dengan 

mengunakan kata-kata talak kepada isteri. 

b. Khuluk, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak isteri dengan 

membayar iwad atau tebusan kepada suami. 

c. Syiqaq Menurut istilah Fiqh, Syiqaq adalah: perselisihan suami istri 

yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari 

pihak suami dan seorang hakam dari seorang pihak istri. 

d.  Fasakh, yaitu merusak atau melepaskan ikatan perkawinan. Fasakh 

dapat terjadi karena sebab yang berkenaan akad ( sah atau tidaknya) 

atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad. 

e. Takli’ talaq, yaitu suatu talaq yang digantungkan pada suatu hal 

yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian 

yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. 

                                                           
12Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 

117 
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f. Ila’ ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Di 

dalam Islam illa’ adalah sumpah dengan nama Allah untuk tidak 

menggauli istrinya. 

g. Djihar, Zjihar dari kata zhahr, artinya punggung, maksudnya suami 

berkata kepada istri “engkau dan aku seperti punggung ibuku”. 

Bahwa djihar menurut istilah yaitu ucapan kasar yang dikatakan 

suami kepada istrinya dengan menyerupakan istri itu dengan ibu 

atau mahram suami, dengan ucapan itu dimaksudkan untuk 

mengharamkan istri bagi suami. 

h. Li’an 

Li’an secara bahasa berarti jauh, laknat atau terkutuk. 

Sedangkan menurut istilah adalah orang yang menuduh istrinya 

berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, maka dia 

harus bersumpah dengan memakai nama Allah sebanyak empat kali 

bahwa dia benar dalam tuduhannya itu, dan ditambah dengan 

bersumpah satu kali lagi bahwa dia akan terkena laknat Allah jika 

dalam tuduhannya dia berdusta. 

i. Kematian 

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian 

suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka hak lain 

mempunya hak waris atas harta peninggalan yang meninggal. 

Walaupun dengan kematian, hubungan suami dan istri tidak 
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dimungkinkan disambung lagi, namun bagi istri yang suaminya 

telah meninggal tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru 

dengan laki-laki lain sebelum masa iddahnya habis, yaitu selama 

empat bulan sepuluh hari. Kemudian, di dalam Kompilasi Hukum 

Islam juga dijelaskan mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan 

ini yang tercantum dalam pasal 116. 

4. Dasar Hukumnya Perceraian 

Adapun dasar hukum perceraian yaitu Firman Allah SWT dalam Al-

Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 229-230: 

                       

                      

                            

                          

                           

                    
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Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. 

tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah 

kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir 

tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu 

khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan 

hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang 

bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah 

hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu 

melanggarnya.Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah 

mereka Itulah orang-orang yang zalim. 

  Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), 

Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin 

dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu 

menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami 

pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya 

berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah 

hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) 

mengetahui”.13 

 

Dan di dalam hadis juga di jelaskan tentang masalah perceraian, yaitu 

sebagai berikut: 

 حَدَّثنََا قتُيَْبَةُ حَدَّثنََا أبَوُ عَوَانَةَ عَنْ قَتاَدةََ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أوَْفىَ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ قَالَ 

تيِ مَا حَدَّثتَْ بِهِ أنَْفسَُهَا مَا لمَْ  ُ لِِمَُّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ تجََاوَزَ اللََّّ ِ صَلَّى اللََّّ قَالَ رَسُولُ اللََّّ

كَلَّمْ بِهِ أوَْ تعَْمَلْ بِهِ تَ  قَالَ أبَوُ عِيسَى هَذاَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذاَ  
جُلَ إِذاَ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالطَّلََقِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ حَتَّى يَتكََلَّمَ بِهِ 14  عِنْدَ أهَْلِ الْعِلْمِ أنََّ الرَّ

 
ARTINYA: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan 

kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Zurarah bin Aufa dari Abu 

Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah 

memaafkan ummatku dari apa yang dikatakan di dalam hatinya selama tidak 

diucapkan atau dilakukannya." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih dan 

menjadi pedoman amal menurut para ulama, bahwa seseorang yang 

                                                           
13 Departemen Agama, Al- Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Gema Insani Fress, 

2009), hlm. 45-46 
14 Abi Isa Muhammad bin Isa, Sunan At-Tirmidzi, (Beirut Libanon: Daar al-Fikr, 

2003),  
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mengatakan cerai di dalam hatinya, maka cerai tidak akan jatuh hingga ia 

mengucapkannya. (TIRMIDZI - 1103) : 

 

5. Tahap-tahap pemeriksaan perkara 

 Pada umumnya asas pemeriksaan perkara cerai talak diatur dalam bab 

IV, bagian kedua, paragraf 2 UU No. 7 Tahun 1989, hampir sama dengan apa 

yang diatur dalam V PP No. 9 Tahun 1975. Dalam uraian berikut akan 

diuraikan secara ringkas pokok-pokok asas pemerikasaan perkara cerai talak 

yang berpedoma ketentuan pasal 66, 68, 79, dan 82. Mengenai teknis 

pemeriksaan perkara tunduk sepenuhnya kepada ketentuan hukum acara 

perdata yang diatur dalam HIR atau RBG. Adapun mengenai asas-asas 

pemeriksaan perkara yang ditentukan dalam undang-undang diatas terdiri 

dari:15  

a. Pemeriksaan  Oleh Majelis Hakim  

  Asas pertama ini diatur dalam pasal 68 ayat (1) yang menegaskan 

“pemeriksaan permohonaan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat 

permohonaan, prmohonan cerai talak didaftarkan di Kepanitraan” ketentuan 

pasal 68 ayat (1) tersebut merupakan aturan pelaksana ketentuan pasal 15 UU 

No. 14 Tahun 1970. Berdasarkan ketentuan pasal 15 dimaksud, semua 

pengadilan dalam memeriiksa dan memutus perkara harus sekurang-

                                                           
15 M. Yahya, kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 

1989, Edisi II (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 221    
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kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, kecuali apabila undang-undang 

menentukan lain. Salah seorang dari mereka bertindaik sebagai Ketua Majelis 

sedang yang dua oraang lagi bertindak sebagai Hakim anggota Sidang. 

Demikian ketentuan umum yanng harus ditaati. Bahkan kalau berpedoman 

secara “analogis” kepada penjelasan pasal 40 UU No. 14 Tahun 1985, majelis 

hakim boleh dari 3 orang. Namun jika pun lebih dari tiga orang hakim, 

jumlahnya selalu ganjil. 

b.  Pemeriksaan Dalam Sidang Tertutup 

Asas yang kedua, pemeriksaan poerkara cerai talak dilakukan dalam 

sidang “tertutup” Asas ini diatur dalam Pasal 68 ayat (2) dan pasal 80 ayat 

(2), yang sama bunyinya dengan ketentuan Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 

dan pasal 145 KHI. Di situ detegaskan apabila tidak tercapai perdamian, 

pemeriksaan gugatan perceraan dilakukan dalam sidang tertutup. Kemudian 

berpedoman kepada penjelasan pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975, pemeriksaan 

tertutup dalam perkara perceraian meliputi segala pemeriksaan, termasuk 

pemeriksaan saksi-saksi. 

 Ketentuan pemeriksaan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup 

merupakan pengecualaian dari asas umum yang ditentukan pasal 17 UU No. 

14 Tahun 1970 jo. Pasal 59 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Menurut asas 

umum, semua pemeriksaan perkara harus dilakukan dalam sidang 

pemeriksaan yang terbuka  untuk umum. Namun asas ini dapat disingkirkan 

apbila undang-undang menentukan yang lain. Oleh karena pasal 68 ayat (2) 
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jo. Pasal 80 ayat (2) menentukan lain maka khusus dalam pemeriksaan 

perkara perceraian, harus dilakukan dalam sidang tertutup. Jika dilanggar 

pemeriksaan putus atau batal, dan harus dilakukan pemeriksaan sidang 

tertutup. 

 Selain daripada itu, suatu hal yang pasti diingat  ialah ketentuan pasal 

18 UU No. 14 Tahun 1970 jo. Pasal 81 UU No. 7 Tahun 1989 dan pasal 146 

ayat (1) KHI, yang menegaskan, sekalipun pemeriksaan dilakukan dalam 

sidang tertutup, namun putusan harus dibacakan atau diucapkan dalam sidang 

terbuka  untuk umum. 

c. Pemeriksaan 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pendaftaran 

Pasal 68 ayat (1) dan pasal 131 KHI memerintahkan agar pemeriksaan 

permohonaan cerai talak dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal 

surat gugatan permohonan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan. Ketentuan 

ini bertujuan untuk memenuhi asas yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 

14 Tahun 1970 jo. Pasal 57 ayat (3) UU No.7 Tahun 1986, yang dikenal dengan 

asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.16 

d. Pemeriksaan  In Person atau Kuasa 

Pemeriksaan perkara cerai talak, tidak berbeda dengan pemeriksaan 

perkara perdata pada umumnya. Tidak mutlak mesti penggugat atau tergugat in 

person yang menghadiri pemeriksaan Sidang di Pengadilan. Penggugat atau 

                                                           
16 Ibid., hlm. 223. 
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tergugat dapat diwakili oleh kuasa. Asal untuk itu didukung oleh surat kuasa 

khusus. Demikian juga halnya dalam perkara gugat cerai talak. Dapat langsung 

dihadiri Pemohon atau Termohon in person. Jika tidak, maka dapat menunjuk 

wakil sebagai sebagai kuasa berdas kuasa khusus. 

Kecuali dalam sidang perdamaian, Pemohon dan Termohon harus 

datang menghadiri saecara pribadi. Tidak dapat diwakili oleh kuasa. Demikian 

ditentukan pasal 82 ayat (2). Ketentuan ini menyimpang dari ketentuan umum 

hukum acara perdata. Berdasarkan ketentuan umum, kuasa dapat mewakili 

kepentingan pihak memberi kuasa sekalipun dalam sidang perdamaian. Namun 

kita sadar, sifat kekhususan yang terkandung dalam perkara perceraian. Perkara 

perceraian sangat melibatkan nilai kemanusiaan dan pribadi. Maka untuk 

mencapai pendekatan pribadi secara langsung sedimikan rupa pentingnya untuk 

menentukan kesepakatan bersama wajar jika persidangan mesti dihadiri suami 

istri secara pribadi. 

Pada tahap pemeriksaan pemohon atau tergugat, apabila pada hari 

sidang yang ditentukan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir, 

maka persidanngan ditunda dan menetepkan hari sidang berikutnya tanpa 

dipanggil kembali dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi.17 

Dalam praktik pemanggilan pihak yang tidak hadir dilakukan maksiaml tiga 

kali pemanggilan apabila: 

                                                           
17 Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), hlm. 139. 
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1. Penggugat tidak hadir maka gugatan gugur. 

2. Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan putusan verstek 

atau putusan tanpa hadirnya pihak tergugat. 

3. Apibala terdapat beberapa tergugat yang hadir dan ada yang tidak hadir 

pemeriksaan tetap dilanjutkan dan kepada yang tidak hadir dianggap tidak 

menggunakan haknya untuk membela diri. 

4. Penggugat dan tergugat hadir maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan 

hukum yang berlaku. 

Dalam pemeriksaan perkara di Pengadailan Agama akan disampaikan 

dalam ilustrasi sebagai berikut: 

1. Apabila penggugat dan tergugat hadir maka mula-mula majelis hakim 

memasuki ruang persidangan diikuti panitera sidang. Ketua majelis 

memanggil para pihak  untuk masuk ke persisdangan dan ketua majelis 

membuka persidangan dengan menyatakan “sidang di buka dan terbuka 

untuk umum” apabila sidang tertutup untuk umum menyatakan “sidang 

di buka dan tertutup untuk umum”.18 

2. Hakim menyatakan identitas para pihak baik penggugat maupun 

tergugat. 

3. Hakim mengupayakan perdamaian kepada pihak kemudian menunda 

sidang untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengupayakan 

                                                           
18 Ibid., hlm 140-143.   
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perdamaian dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang 

hadir untuk hadir dalam sidang  yang berikutnya tanpa ada panggilan 

lagi 

4. Apabila tercapai perdamaian maka dibuat akta perdamaian yang 

kekuatan hukumnya sama dengan putusan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap sehingga tetap sehingga dapat dilaksanakan 

eksekusi. Terhadap putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya 

hukum. 

5. Apabila tidak cerpai perdamaian maka dinyatakan kepada penggugat 

ada perubahan gugatan atau tidak ada maka sidang ditunda  pada 

persidangan berikutnya untuk perubahan atau perbaikan gugatan 

dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk 

hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil lagi. 

6. Apabila tidak ada perubahan atau sudah ada perubahan gugatan maka 

sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Setelah pembacaan 

gugatan hakaim memberi kesempatan kepada tergugat untuk 

mengajukan jawaban kemudian sidang ditunda untuk memberi 

kesempatan kepada tergugat untuk menyusun jawaban dengan 

menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir 

dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil. 

7. Dalam sidang selanjutnya jawaban dibacakan dan pengugat diberi 

kesempatan untuk mengajukan replik kemudian sidang ditunda untuk 
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memberi kesempatan kepada penggugat untuk menyusun replik dengan 

menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir 

dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil. 

8. Dalam sidang selanjutnya replik dibacakan dan tergugat diberi 

kesempatan untuk mengajukan duplik, kemudian sidang ditunda untuk 

meberi kesepatan kepada tergugat unutk menyusun duplik dengan 

menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir 

dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil. 

9. Dalam sidang selanjutnya duplik dibacakan, kemudian pada pihak 

penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti 

gunanya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya kemudian sidang 

ditunda untuk memberi kesempatan kepada penggugat menyampaikan 

bukti-bukti dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang 

hadir untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil. 

10. Dalam sidang selanjutnya setelah penggugat mengajukan bukti-bukti, 

tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk 

menguatkan dalil-dalil sanggahannya kemudian sidang ditunda untuk 

memberi kesempatan kepada tergugat untuk pembuktian dengan 

menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir 

dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil. 

11. Dalam sidang selanjutnya setelah pembuktian teergugat selesai 

kemudian sidang ditunda utuk memberi kesempatan kepada penggugat 



 
 

34 
 

dan tergugat menyusun kesimpulan dengan menetapkan hari sidang dan 

memerintahkan yang hadir untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa 

dipanggil. 

12. Dalam sidang selanjutnya penggugat dan tergugat menyampaikan 

kesimpulan kemudian sidang ditunda untuk musyawarah hakim untuk 

untuk menjatuhkan putusan dengan menetapkan hari sidang dan 

memerintahkan yang hadir untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa 

dipanggil. 

13. Dalam sidang selanjatnya putusan dibacakan oleh ketua majelis hakim 

dan kepada para pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum 

banding.  

 

C. Komulasi Gugatan 

Komulasi gugat atau samenvoeging van vordering adalah 

penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau 

beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.19 Pada dasarnya setiap gugatan 

yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan 

gugat hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila Penggugat 

atau para Penggugat dan Tergugat atau para Tergugat itu-itu juga orangnya. 

                                                           
19M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta, Sinar Grafika: 2001), hlm.102. 
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Hukum acara perdata yang berlaku secara umum, baik yang ada dalam HIR, 

R.Bg. maupun Rv, tidak mengatur tentang komulasi gugat. 

Satu-satunya ketentuan yang mengatur tentang kebolehan 

menggabungkan beberapa perkara perdata hanya terdapat dalam Undang-

undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989. Dalam pasal 66 ayat (5) dan 

pasal 86 ayat (1) undang-undang tersebut membolehkan komulasi yang tidak 

dibolehkan di peradilan umum.  

Pasal 66 ayat (5) menyebutkan: “Permohonan soal penguasaan anak, 

nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan 

bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak 

diucapkan”20. menurut penulis sendiri kalimat yang menyatakan “.... dapat 

diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak .....”. memberikan 

pengertian secara tegas tentang kebolehan bagi suami yang mengajukan 

permohonan cerai talak sekaligus mengajukan permohonan tentang penguasaan 

anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama.  

Dan Pasal 86 ayat (1) menyatakan: “Gugatan soal penguasaan anak, 

nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan 

bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan 

perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.21 Bunyi pasal ini juga secara 

                                                           
20Abdul Manan, M.Fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan 

Agama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.37.  
21Kompilas Hukum Islam, hlm.31.  
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tegas membolehkan adanya komulasi gugat bagi isteri yang mengajukan gugat 

cerai dengan beberapa gugatan meliputi penguasaan anak, nafkah anak, nafkah 

isteri, dan harta bersama.  

Dalam prakteknya, tidak jarang terjadi bahwa Penggugat mengajukan 

lebih dari satu tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Ini merupakan 

penggabungan daripada tuntutan yang disebut komulasi obyektif. Untuk 

mengajukan komulasi obyektif pada umumnya tidak disyaratkan bahwa 

tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungannya yang erat satu sama lain.  

Akan tetapi dalam tiga hal komulasi obyektif  itu tidak dibolehkan:  

1. jalannya pemeriksaan maka dapatlah dipahami larangan-larangan tersebut 

Kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus 

(gugat cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara 

biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak 

boleh digabungkan dalam satu gugatan. 

2. Demikian pula apabila hakim tidak berwenang (secara relative) untuk 

memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu 

gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan 

bersama-sama dalam satu gugatan.  

3. Tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan 

eingdom dalam satu gugatan (pasal 103 Rv).22 

                                                           
22 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yokyakarta: LIBERTY, 

2006), hal.76. 
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Demi mempercepat dan memudahkan di atas. Di dalam praktek pada 

umumnya kita lihat adanya koneksitas antara tuntutan-tuntutan yang digabung 

itu.  

Komulasi harus kita bedakan dari konkursus yang merupakan 

kebersamaan adanya beberapa tuntutan hak. Konkursus terjadi apabila seorang 

Penggugat mengajukan gugatan yang mengandung beberapa tuntutan yang 

kesemuanya menuju kepada satu akibat hukum yang sama.23 Dengan dipenuhi 

atau dikabulkannya salah satu dari tuntutan-tuntutan itu maka tuntutan lainnya 

sekaligus terkabul.  

Ada beberapa contoh kasus yang diperbolehkan komulasi yaitu: 

1. Komulasi permohonan dispensasi kawin, izin kawin dan wali adhol karena 

semuanya mempunyai akibat hukum yang sama yaitu dilaksanakannya 

perkawinan. 

2. Komulasi gugat pembatalan hibah dengan gugat pembagian harta warisan 

apabila si penerima hibah adalah ahli waris. 

3. Komulasi penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama 

diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau cerai gugat. 

Selain ada landasan hukumnya dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 

ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1), penggabungan ini juga dibolehkan karena 

mempunyai hubungan yang erat. Jika perkara perceraian ditolak, maka 

                                                           
23Ibid., hlm.78.  
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perkara lainnya juga ikut ditolak. Karena tidak mungkin ada gugatan harta 

bersama sebelum terjadi perceraian.  

4. Komulasi perkara perceraian dengan gugat perjanjian perkawinan jika 

pelanggaran tidak menyangkut pihak ketiga. 

D. Komulasi Is’bat Nikah Dan Perceraian 

Komulasi is’bat nikah dan perceraian adalah penggabungan tuntutan 

pengesahan pernikahan dan perceraian, baik cerai talak atau cerai gugat dalam 

satu surat gugatan. Is’bat nikah dan perceraian bagi orang Islam sama-sama 

kekuasaan relatif Pengadilan Agama. Akan tetapi menurut Penulis keduanya 

tidak bisa dikomulasikan karena mempunyai akibat hukum yang berbeda 

bahkan bertolak belakang. Is’bat nikah mengakibatkan adanya pernikahan, 

sedangkan perceraian mengakibatkan putusnya pernikahan.24 

Komulasi is’bat nikah dan perceraian bukanlah hal baru di lingkungan 

Pengadilan Agama. Karena kebanyakan dari Pengadilan Agama telah 

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini sejak dikeluarkannya surat 

edaran MA yang dibuat dalam bentuk buku yang berjudul Buku II Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama .25  

Pada prinsipnya, Pengadilan Agama dapat mengesahkan pernikahan 

apabila pernikahan itu pada kenyataannya telah memenuhi rukun dan syarat 

pernikahan. Hal ini juga disebutkan dalam putusan Rakernas MARI Tahun 

                                                           
24 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta, Sinar Grafika: 2001), hlm.78  
25 Jurnal dan Buku Besar Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2014.  
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2012 di Manado yang menyatakan: “Pada prinsipnya is’bat nikah dalam rangka 

perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diis’batkan tersebut 

nyata-nyata melanggar undang-undang”.26 

Karena tidak ada peraturan yang mengatur tentang komulasi is’bat 

nikah dan perceraian secara jelas, maka sebaiknya kedua perkara ini diajukan 

secara terpisah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: 

1. Untuk menselaraskan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama. 

Komulasi is’bat nikah dan perceraian tidak mempunyai dasar hukum, 

sehingga setiap hakim di Pengadilan Agama harus melakukan ijtihad 

terlebih dahulu untuk memutuskan perkara tersebut.  

2. Is’bat nikah dan perceraian mempunyai akibat hukum yang berbeda, is’bat 

nikah mengakibatkan adanya pernikahan dan perceraian mengakibatkan 

putusnya pernikahan. Secara logika, mengajukan pernikahan dan 

perceraian secara bersamaan adalah hal mustahil. Karena terkesan 

mempermainkan pernikahan yang dianggap sebagai ikatan suci dan sakral. 

3. Dengan membolehkan komulasi is’bat nikah dan perceraian, 

dikhawatirkan bagi masyarakat akan menganggap sepele Kantor Urusan 

Agama sebagai lembaga pencatatan pernikahan. Dan dikhawatirkan juga 

masyarakat akan berpendapat bahwa pencatatan pernikahan tidak perlu, 

                                                           
26 Ibid., 
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karena tanpa pencatatan pernikahan, mereka tetap bisa melakukan 

perceraian di Pengadilan Agama.   

Perkara komulasi is’bat nikah dan perceraian sudah ada pada tahun 

2008 dan perkara tersebut mungkin sudah pernah dilakukan penelitian 

sebelumnya oleh orang-orang yang sulit bagi peneliti untuk mendeteksi 

keberadaanya. Adapun penelitian yang terkait dengan pembahasan peneliti 

adalah Problematika Komulasi Gugat Dalam Perkara Perceraian Dan 

Alternatif Penyelesaiannya yang diteliti oleh Firdaus Muhammad Arwan.  

Dalam penelitian tersebut, Firdaus menjabarkan permasalahan yang 

akan ditelitinya, yaitu problematika komulasi gugat dalam perkara perceraian 

dan harta bersama. Menurut Firdaus: “Komulasi perceraian dan harta bersama 

seringkali mengakibatkan penyelesaian perkara berlarut-larut sehingga dapat 

menimbulkan dampak sosial negatif yang memprihatinkan bahkan telah 

melanggar norma agama, dan norma susila”.27 

Padahal, dasar hukum penggabungan gugatan perceraian dengan harta 

bersama ada di dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 7 

Tahun 1989. Kedua pasal tersebut secara nyata membolehkan penggabungan 

gugatan perceraian dengan dengan hak hadhonah, nafkah anak, nafkah isteri 

dan harta bersama. Akan tetapi, berdasarkan penelitian Firdaus, ia menemukan 

                                                           
27Firdaus Muhammad Arwan, Problematika Komulasi Gugat Dalam Perkara 

Perceraian Dan Alternatif Penyelesaiannya, http://www.badilag.net/data/artikel/wacana 

hukum islam/ komulasi gugat dan alternatif penyelesaiannya.pdf. 

http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/
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adanya pasangan suami isteri yang sudah sama-sama merasakan rumah 

tangganya tidak layak lagi dipertahankan bahkan sudah menimbulkan 

kemudharatan yang sangat besar dan keduanya pun sudah menginginkan 

perceraian, terpaksa belum segera bisa  mengakhiri ikatan perkawinannya.  

Hal ini terjadi karena sengketa harta bersama yang dikomulasikan 

dengan gugat cerai masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi, bahkan tidak 

menutup kemungkinan sampai tingkat peninjauan kembali. Karena banyaknya 

perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung, seringkali 

penyelesaian perkara kasasi memakan waktu yang cukup lama. Di antara 

dampak sosial yang terjadi akibat lamanya penyelesaian perkara antara lain, 

terjadinya nikah di bawah tangan, terjadinya kumpul kebo karena para pihak 

tidak dapat segera melangsungkan perkawinan secara sah guna menyalurkan 

kebutuhan biologisnya sebab harus menunggu putusan gugatan harta bersama 

yang dibarengkan dengan gugatan perceraiannya.  

Adapun alternatif penyelesaikan perkara komulasi perceraian dengan 

harta bersama yang ditawarkan oleh Firdaus adalah memutus perkara ini secara 

terpisah dan dasar yang memungkinkan hakim memutus perkara komulasi 

gugat secara terpisah yaitu:  

1. Menggunakan metode penemuan hukum “mashlahah mursalah” yang 

dipelopori oleh Imam Malik karena dalam penyelesaian komulasi gugat 

secara terpisah membawa kemaslahatan secara nyata bagi para pihak. 
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2. Untuk mewujudkan tujuan hukum Islam yakni mendatangkan 

kemaslahatan dan menolak kemadlaratan.28  

Cara penyelesaian gugat komulasi dalam perkara perceraian secara 

terpisah, di samping memiliki alasan hukum juga sejalan dengan rumusan hasil 

Rakernas Mahkamah Agung tahun 2007 yang berbunyi:  

Untuk menghindari berlarut-larutnya proses penyelesaian perkara 

perceraian, agar perkara perceraian tidak selalu dikomulasikan dengan harta 

bersama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 86 Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 

Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.29 

Guna menghindarkan terjadinya disparitas putusan hakim serta 

menghindarkan timbulnya suuzon akan keberpihakan hakim perlu adanya 

patokan dalam memutus perkara secara terpisah yaitu apabila kedua belah 

pihak tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya atau telah sama-

sama menghendaki perceraian. Penyelesaian dengan cara terpisah dapat 

dilakukan dengan mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu. Setelah hakim 

memutus perkara perceraian tersebut, mereka dapat mengajukan perkara harta 

bersama. 

                                                           
28Ibid.,hlm. 36.  
29Ibid.,hlm. 39. 
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Drs.H.Abdul Mujib, M.H (Wakil Ketua PA Tanah Grogot Kal-Tim) 

juga pernah membahas masalah komulasi gugat, yaitu komulasi is’bat nikah 

dan asal usul anak. Mujib membolehkan penggabungan kedua gugatan tersebut 

dengan tiga alasan. “Pertama: Adanya hubungan hukum yang sangat erat antara 

keduanya”.30 Antara is’bat nikah dan asal usul anak mempunyai hubungan yang 

erat, karena keduanya adalah akibat dari suatu pernikahan. “Kedua: Ketatnya 

acara pembuktian is’bat nikah dibandingkan dengan pembuktian acara asal-

usul anak”.31  

Dalam pembuktian perkawinan, harus dihadirkan saksi-saksi yang 

memang menyaksikan atau hadir dalam akad nikah tersebut, kalau tidak 

kesaksian saksi tersebut harus dikesampingkan. Berbeda dengan pembuktian 

asal-usul anak, sekalipun anak itu lahir dari suatu perkawinan yang fasid, anak 

tersebut tetap dinisbahkan kepada orang tuanya yang menikah fasid tersebut. 

“Ketiga: azas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan”.32 Inilah tujuan 

utama dari komulasi gugat.   

 

                                                           
30Abdul Mujib, Komulasi Permohonan Itsbat Nikah Dengan Asal Usul Anak, 

http://mujib.mh/ 2010/peradilan- agama/komulasi-itsbat-nikah-dan-asal-usul-anak.html.  
31Ibid., hlm.27. 
32Ibid.,hlm. 31.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach), yang bersifat 

deskriftif karena penelitian ini menggambarkan secera tepat sifat-sifat keadaan 

individu atau kelompok.1 Penelitian lapangan ini tentang metode penyelesaian 

perkara yang dilakukan para hakim terhadap perkara permohonan cerai gugat 

dimana dalam putusan terdapat beberapa alasan pemohon dan beberapa 

keterangan saksi bahwa pernikahan yang dilakukan pihak yang berperkara 

adalah atas dasar Hakim menggabungkan itsbat nikah dan Perceraian dalam 

satu gugatan. Dalam studi mengenai metodologi penelitian, dikenal beberapa 

metode penelitian seperti metode penelitian  historis, deskriftif, exposfacto. 

Metode penelitian historis digunakan apabila peneliti bermaksud 

mengungkapkan peristiwa atau kejadian pada masa lalu. Contoh dari metode 

ini adalah studi documenter. Keabsahan metode ini dilakukan oleh sumber 

datanya dan keakuratan dalam membuat interpretasi data sesuai dengan makna 

yang terkandung didalamnya. 

Metode penelitian deskriftif  digunakan apabila bertujuan untuk 

mendeskrifsikan atau menjelaskan peristiwa atau kejadian yang ada pada masa 

sekarang. Termasuk dalam metode ini adalah studi kasus, survey, studi 

                                                           
1 Amiruddin dan Zainal Asukin, Pengantar Metodologi Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo,2004), hlm. 25  
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pengembangan, studi korelasi. Metode penelitian deskriftif dapat 

mendeskripsikan satu variabel penelitian. Masalah penelitian yang tepat dikaji 

melalui metode deskriftif  biasanya berkenaan dengan bagaimana kondisi, 

proses, kerakteristik, hasil dari suatu variabel misalanya, terhadap variabel 

metode penyelesaian perkara yang dilakukan para hakim terhadap perkara 

permohonan cerai gugat dimana dalam putusan terdapat beberapa alasan 

Pemohon dan beberapa keterangan saksi yang dilakukan  oleh pihak yang 

berperkara adalah atas dasar Hakim menggabungkan itsbat nikah dan 

Perceraian dalam satu gugatan. 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini dilakukan untuk mendeskrifsikan Fenomena 

mengenai kasus perceraian antara Penggugat dan Tergugat secara mendalam 

lagi, maka penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan kualitatif.2 

Dengan pendekatan ini diharapkan temuan-temuan empiris dapat 

dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat, terutama berbagai 

hal yang berkaitan dengan masalah penggabungan is’bat nikah dan perceraian 

seperti dalam ptusan pengadilan Agama Panyabungan tenteng penggabungan 

is’bat nikah dan perceraian dengan perkara nomor 18/Pdt. G/2015/PA. Pyb. 

Dalam hal ini pendekatan penelitian ini dilakukan kepada informan yaitu 

                                                           
2 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 

2011), hlm. 147.    
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kepada pihak-pihak yang ikut serta dalam sidang perceraian terssebut dan juga 

para pihak-pihak yang berperkara maupun keluarga dari para pihak. 

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Dasar Hukum 

Pengadilan Agama Panyabungan dibentuk setelah terbitnya 

peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 ( LN. No. 99 Tahun 1957) 

Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa 

dan Madura. Bertitik tolak dari peraturan pemerintah tersebut oleh Menteri 

Agama Repeblik Indonesia dengan surat Nomor: B/VI/b-5/90 tanggal 1 

januari 1985 membubarkan Mahkamah Syariah seperti yang tersebut diatas 

dan membentuk kembali suatu badan Peradilan Agama yang disebut dengan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah bagi setiap kabupaten.3 

Pengadilan Agama sejak tanggal 30 Juni 2004 berada satu atap di 

bawah Mahkamah Agung. Dasar hukum keberadaan Pengadilan Agama 

adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahaun 1989 yang diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan kedua 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 

 

 

2. Lokasi Penelitian  

                                                           
3 Dokumentasi Pengadilan Agama Panyabungan.  
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Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan, 

yaitu Pengadilan Agama Panyabungan. 

Adapun lokasi Pengadilan Agama ini berada di pusat Kota yang sangat 

mudah dijangkau kendaraan umum. Peneliti memilih lokasi ini agar dapat 

melakukan wawancara langsung khususnya kepada beberapa hakim yang 

menangani perkara perceraian, sehubungan dengan judul skripsi yang 

diangkat oleh peneliti. 

Mengingat perlunya mengetahui bagaimana latar belakang 

informan sebagai sumber dalam pemenuhan data penelitian ini, maka 

peneliti menganggap perlu menggambarkan bagaimana kondisi geografis 

Kota Panyabungan sebagai wilayah relative dari kompetensi Pengadilan 

Panyabungan. 

Berdasarkan geografisnya, Kabupaten Mandailing Natal terletak 

pada 00 10’’-10 50’’ Lintang Utara dan 980 50’’ sampai 1000 10’’ Bujur 

Timur dengan ketinggian 0 samapai 2,145 diatas permukaan laut. Luas 

wilayah Kabupaten Mandailing Natal + 6.620,70 Km2  

3. Informan Penelitian 

   Untuk menjawab pokok bahasan dalam kasus ini maka 

dibutuhkan informan peneliti. Informan adalah orang yang 

diwawancarai, diminta informasi oleh yang mewawancara. Informasi ini 

diperkirakan adalah orang yang menguasai dan memahami data, 
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informasi ataupun fakta dari objek penelitian.4 Jumlah informasi 

bukanlah kriteria utama, tetapi lebih ditekankan kepada sumber data 

yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim yang ada 

di Pengadilan Agama Panyabungan.  

4. Sumber Hukum 

Sumber hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Yaitu, bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai 

otoritas.5 Bahan hukum yang digunakan adalah berkas putusan, 

wawancara dan informasi dengan Majelis Hakim yang 

menyidangkan perkara cerai gugat atas dasar Hakim 

menggabungkan is’bat nikah dan Perceraian dalam satu gugatan, 

yang berkaitan dengan masalah tersebut sebagai acuan pokok dalam 

penelitian ini adalah berkas putusan  Pengadilan Agama 

Panyabungan No. 18/Pdt.G/2015/PA.PYB. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah berupa semua publikasi 

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. 

                                                           
4 Burhan Bunging, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 108 
5 Ibid., hlm. 143 
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Dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur’an, Al-Hadis, kamus-

kamus hukum, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875, serta peraturan yang 

berkaitan dengan masalah yang diajukan.6 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti Kamus-kamus dan Ensiklopedia. 

5. Instrumen Pengumpulan Data 

Ada dua cara pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan alat pengumpulan data informasi langsung 

tentang beberapa jenis data sosial baik yang terpendam (laten) 

maupun yang tidak terpendam.7 Metode interview ini peneliti 

gunakan untuk mencari informasi yang tidak biasa disebutkan 

dalam dokumentasi. Wawancara yang mendalam dilakukan untuk 

memperoleh data yang memadai tentang cerai gugat atas dasar 

                                                           
6 Op.Cit, hlm. 155 
7 Winarto Surakhmad, Pengantar Ilmu Dasar dan Tekhnik, (Jakarta: CV. Tarsito, 

1994), hlm. 70 
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Hakim menggabungkan is’bat nikah dan Perceraian dalam satu 

gugatan di Pengadilan Agama Panyabungan. Hal ini dilakukan 

untuk memperoleh informasi yang akurat tentang penelitian ini. 

Wawancara dilakukan adalah dengan menggunakan teknik 

wawancara tidak terstruktur, bebas dan terbuka. Peneliti tidak 

menggunakan daftar wawancara yang tersusun, melainkan menurut 

situasi dan kondisi pada saat itu, namun tetap mengacu pada topik 

permasalahan yang dikaji. Hal ini untuk menghindari agar informan 

tidak merasa kaku dan takut saat wawancara serta keluasan dalam 

berkomunikasi menjadikan data yang diinginkan dan yang dicari 

oleh peneliti bisa di dapatkan. 

Sebagai sumber data utama, wawancara dilakukan kepada 

para hakim yang menangani perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Panyabungan.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi disini adalah mencari data berupa catatan, 

transkip, buku surat kabar, agenda dan sebagainya. Dokumentasi yang 

dimaksud adalah mengambil data mengenai perkara No. 

18/Pdt.G/2015/PA.Pyb. yang ada di Pengadilan Agama Panyabungan. 

Tujuannya agar tingkat perbandingan mengenai perceraian dapat 

terlihat jelas. Dokumen tertulis lainnya dapat diperoleh dari buku-
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buku, jurnal, dan arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti.  

6. Pengolahan Data dan Analisis Data 

  Dalam penelitian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya 

adalah mengadakan pengolahan analisa data. Data mentah yang telah 

terkumpul tidak ada gunanya jika tidak diolah dan dianalisis. Pengolahan 

data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengklasifikasi data sesuai dengan jenisnya. 

2. Menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik       

pembahasan. 

3. Menyusun redaksi data dalam kalimat-kalimat yang jelas. 

4. Menginterpretasikan dalam kalimat-kalimat secara sistematis 

Data yang telah diolah kemudian dianalisis. Analisis data merupakan 

hal yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut 

dapat memberikan arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah 

penelitian. Dalam analisis ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif, 

yaitu menggambarkan secara sistematis bagaimana angka perceraian di 

Kabupaten Mandailing Natal. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten 

Mandailing Natal yang beralamat dijalan Willem Iskandar No. 5 Desa 

Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kota 

2. Sejarah Pengadilan Agama Panyabungan  

Pengadilan Agama panyabungan berdiri pada tahun 21 Agustus 2001 

dengan menyewa rumah penduduk untuk dijadikan kantor yang terletak di jalan 

Willem Iskandar Nomor 205 Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan 

Kota selama lebih kurang 1 tahun. Pada tahun 2003 Kantor Pengadilan Agama 

Panyabungan dibangun atas tanah seluas 1.140 m2 dengan luas bangunan 220 

m2 yang terletak di Jln. Willem Iskandar No. 5 Desa Parbangunan Kecamatan 

Panyabungan Kota.1 

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Panyabungan 

Pengadilan Agama Panyabungan mempunyai dua kewenangan yaitu: 

a. Kewenangan Relatif 

                                                           
1 Pengadilan Agama Panyabungan, Lapran tahunan 2015 
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Kewenangan Relatif (relative competentie) adalah kekuasaan dan 

kewenangan yang diberikan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama 

atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan 

Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.2 Dari lembaga Peradilan sejenis 

yang mana berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, antara lain: 

1) Pasal 118 HIR yang menjelaskan tentang gugatan diajukan di 

Pengadilan Agama dimana tergugat tinggal. 

2) Jika tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan di salah satu 

Pengadilan tempat tergugat. 

3) Jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya maka gugatan diajukan 

di Pengadilan dimana tempat tinggal penggugat. 

4) Jika tempat tinggal dipilih dengan akta maka gugatan diajukan 

ditempat/Pengadilan yang dipilih. 

b. Kewenangan Absolut 

Kewenangan Absolut (absolute competentie) adalah kekuasaan yang 

berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan di 

lingkungan Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara perdata di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu 

                                                           
2Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), hlm. 87. 
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orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama 

diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.3 

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang: Perkawinan, perceraian, kewarisan, wasiat, hibah, 

wakaf, zakat, infaq, shodaqah, dan ekonomi syari’ah. 

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama  

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama  

Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman bagi yang 

beragama Islam, mengenai perkara tertentu yang melaksanakan tugasnya 

terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya. 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara di tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam Pasal 

49 Undang-undang  Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 

menyebutkan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam 

di bidang:Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqah, 

dan ekonomi syari’ah.4 

b. Fungsi Pengadilan Agama  

1) Fungsi Peradilan 

                                                           
3Ibid, hlm. 91. 
4 Jurnal dan Buku Besar Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2014. 
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Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan memutus 

perkara tingkat pertama dan bertugas membina keseragaman dalam penerapan 

hukum melalui putusan untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang 

pada seluruh hakim Pengadilan Agama Panyabungan diterapkan secara adil, 

tepat dan benar.5 

2) Fungsi Pengawasan 

Pengadilan Agama melakukan pengawasan agar peradilan yang 

dilakukan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman 

pada asas peradilan yang sederhara, cepat, dan biaya ringan tanpa mengurangi 

kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara. 

3) Fungsi Nasihat 

 Pengadilan Agama panyabungan dapat memberi nasihat-nasihat atau 

pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah 

Kabupaten Mandailing Natal. 

4) Fungsi Administrative 

 Pengadilan Agama berwenang mengatur  tugas dan tanggung jawab 

serta susunan organisasi  dan tata kerja di Pengadilan Agama Panyabungan agar 

dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna, membina 

dan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan kepegawaian, 

                                                           
5Ibid., hlm. 32 
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keuangan, peralatan dan kelengkapan serta urusan ketatausahaan lainnya yang 

ditentukan Ketua Pengadilan Agama panyabungan.6 

5. Kewenangan Pengadilan Agama untuk Mengadili Kasus-kasus 

Masyarakat  

Kewenangan Pengadilan Agama dibagi menjadi dua bagian yaitu, 

kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif mencakup 

dalam hal wilayah hukum mengadili suatu perkara, sedangkan kewenangan 

absolut mencakup segala materi yang menjadi perkara peradilan agama.7 

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Peradilan Agama merupakan 

salah satu dari badan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah 

disamping tiga kekuasaan kehakiman yang lain. Adapun kekuasaan kehakiman 

di lingkungan badan Pengadilan Agama terdiri dari: 

a. Pengadilan Agama, sebagai pengadilan tingkat pertama yang 

berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten atau Kabupaten. 

b. Pengadilan Tinggi Agama adalah pengadilan tingkat banding yang 

berkedudukan di Ibu kota propinsi dan daerah hukumnya meliputi 

wilayah provinsi.8 

Peraturan hukum yang mengatur tentang penegakan hukum Islam di 

Pengadilan Agama adalah Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan 

                                                           
6Ibid,. hlm. 64 
7M. Yahya Harahap, Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 135. 
8Ibid. 
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agama jo UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang RI 

No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Meskipun demikian, ketentuan 

Hukum Acara Perdata juga diberlakukan, karena berdasarkan pasal 54 UU No. 

7 tahun 1989 ditentukan bahwa “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan 

dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus 

dalam undang-undang ini.” 

Sifat kekhususan Hukum Acara Peradilan Agama tampak dalam salah 

satu asas hukum acara yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 yaitu 

kewenangan Pengadilan Agama atas asas persolitas  ke-Islaman, menetukan 

bahwa peradilan agama hanya berlaku bagi penganut agama Islam dengan 

hubungan hukum yang berlandas pada hukum Islam dan menjadi wewenang 

dari Pengadilan Agama.9  

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, dapat dilihat bahwa personalitas ke-Islaman adalah asas 

utama yang melekat pada Undang-undang Peradilan Agama yang mempunyai 

makna, bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan pada kekuasaan di 

lingkungan Pengadilan Agama hanyalah mereka yang beragama Islam.10 Ke-

Islaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di 

lingkungan Pengadilan Agama. Seorang penganut agama selain Islam tidak 

                                                           
9Ibid. 
10Taufiq Hamami, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata 

Hukum Indonesia. (Jakarta: Alumni, 2003), hlm. 104. 
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tunduk dan tidak dapat dipaksakan untuk tunduk pada kekuasaan Pengadilan 

Agama. Asas personalitas ke-Islaman hanya bersifat khusus sepanjang bidang 

perkaranya diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama. Dengan demikian, 

asas ini dapat dimaknai dengan penegasan sebagai berikut: 

1. Pihak-pihak yang berperkara harus bersama-sama beragama Islam. Jika 

salah satu pihak tidak beragama Islam, maka sengketanya tidak dapat 

ditundukkan kepada lingkungan peradilan agama, melainkan tunduk 

kepada kewenangan peradilan umum. 

2. Perkara yang disengketakan terbatas mengenai perkara bidang tertentu 

yaitu bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh, 

dan ekonomi syari’ah. 

3. Hubungan hukum yang melandasi perkara tertentu tersebut berdasarkan 

hukum Islam. 

4. Jika hubungan hukum yang terjadi bukan berdasar hukum Islam, maka 

sengketa tersebut tidak tunduk menjadi kewenangan peradilan agama, 

tapi jatuh menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.11 

Ada dua patokan terkait penerapan asas personalitas ke-Islaman ini 

yaitu, patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum 

berarti apabila seseorang telah mengaku beragama Islam yang faktanya 

dibuktikan dengan identitas formal, maka pada dirinya melekat asas 

                                                           
11Ibid, hlm. 56-57. 
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personalitas ke-Islaman. Patokan yang kedua saat terjadinya hubungan hukum 

ditentukan dengan dua syarat yaitu: 

1. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama 

beragama Islam. Seperti halnya pada patokan umum tadi, 

pembuktian atas ke-Islaman seseorang adalah dengan identitas 

formal, bahwa yang bersangkutan memang benar beragama Islam 

tanpa mempersoalkan kualitas ke-Islamannya. 

2. Hubungan hukum yang dilaksanakan oleh para pihak didasarkan 

pada hukum Islam. Ini mengandung makna bahwa kedua belah 

pihak secara suka rela tunduk atau menundukkan diri pada hukum 

Islam. 

Apabila kedua syarat ini terpenuhi, maka pada kedua pihak melekat atas 

personalitas ke-Islaman dan sengketa yang terjadi diantara para pihak menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama. Untuk masalah perpindahan agama, misalnya 

para pihak berganti agama dan tidak lagi beragama Islam setelah dikemudian 

hari maka tetap melekat asas ini. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah 

Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi, 

bahwa yang dipergunakan sebagai dasar wewenang Pengadilan Agama, berlaku 

pada waktu pernikahan dilangsungkan. Ini berarti seseorang yang 

melaksanakan pernikahan menggunakan hukum Islam, perkaranya tetap 
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menjadi wewenang Pengadilan Agama meskipun salah satu pihak tidak 

beragama Islam lagi.12 

 

B. Dasar Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Dalam Memutuskan 

Perkara Penggabungan Is’bat  Nikah Dengan Perceraian 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Khoiril Anwar, 

S.Ag.,MHI hakim Pengadilan Agama panyabungan Kabupaten Mandailing 

Natal, penggabungan is’bat nikah dan perceraian dalam satu surat gugatan 

dibolehkan di Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. 

Adapun dasar hukumnya sebagai berikut:  

1. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, ia menyebutkan:  

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang 

menyatakan bahwa is’bat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan 

Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 13 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 

b. Hilangnya Akta Nikah; 

c. Adanya keragun tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawian; 

                                                           
12Ibid, hlm. 58. 
13Khairil Anwar, Hakim Pengadilan Agama panyabungan Kabupaten Mandailing 

Natal, wawancara pribadi, Panyabungan, 07 Januari 2016. 
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d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

undang No.1 Tahun 1974 dan; 

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.    

Berdasarkan bunyi pasal huruf (a) tersebut hakim Pengadilan 

Agama Panyabungan Mandailing Natal membolehkan komulasi is’bat 

nikah dan perceraian.  

2. berdasarkan surat edaran MA yang dibuat dalam bentuk buku yang 

berjudul Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 

Peradilan Agama halaman 148 yang berbunyi ”Is’bat nikah dalam 

rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, 

melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian”.14 

Sama halnya dengan Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI, Sri Armaini, SHI.MH 

juga membolehkan penggabungan is’bat nikah dan perceraian dalam 

satu surat gugatan/ permohonan dengan alasan: 

Berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan 

Administrasi Peradilan Agama tentang pegesahan perkawinan/is’bat 

nikah yang menjelaskan bahwa dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan 

UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 

3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, 

                                                           
14Khairil Anwar, Hakim Pengadilan Agama panyabungan Kabupaten Mandailing 

Natal, wawancara pribadi, Panyabungan, 07 Januari 2016.   
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perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan 

sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, dalam Pasal 

7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk 

mengajukan permohonan pengesahan pernikahan ke Pengadilan Agama 

bagi pernikahan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan 

sebelum atau sesudah berlakunya UU No 1 Tahun 1974 untuk 

kepentingan perceraian. Dan dalam buku tersebut juga ditegaskan agar 

is’bat nikah yang diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian dibuat 

dalam satu surat gugatan/permohonan.15 

Dalam proses beracaranya pun, hakim berpedoman kepada Buku 

II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. 

Karena dalam buku tersebut, proses pengajuan, pemeriksaan dan 

penyelesaian permohonan pengesahan nikah/Is’bat nikah juga 

dijelaskan dalam buku tersebut. Dalam proses pembuktian, yang 

menjadi alat bukti adanya pernikahan adalah dua orang saksi yang 

diperkuat dengan pengakuan dari kedua pihak. 

Selanjutnya Sri Armaini, SHI.MH juga menjelaskan yang 

menjadi Penggabungan 2 (dua) perkara dapat dibenarkan kalau antara 

masing-masing gugatan tersebut terdapat hubungan erat untuk 

memudahkan proses dan menghindari terjadinya kemungkinan putusan-

                                                           
15 Sri Armaini, SHI.MH, Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten 

Mandailing Natal, wawancara pribadi, Panyabungan, 07 Januari 2016. 
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putusan yang saling bertentangan. Penggabungan yang seperti itu 

dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara.  

Ada 2 (dua) manfaat dan tujuan penggabungan gugatan, yaitu: 

 

a. Mewujudkan Peradilan Sederhana 

Melalui system penggabungan beberapa gugatan dalam satu 

gugatan dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui 

proses tunggal, dan dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu 

putusan. Sebaliknya, jika masing-masing digugat secara terpisah dan 

berdiri sendiri, terpaksa ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-

masing perkara sehingga azas peradilan “sederhana, cepat dan biaya 

ringan tidak ditegakkan. Azas ini jangan hanya rumusan mati dalam 

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 

Kekuasaan Kehakiman, tapi harus benar-benar diwujudkan jika ingin 

menampilkan putusan yang mengandung EDUKASI, KOREKSI, 

PREPENSI DAN REPRESIP. Proses persidangan yang panjang dan 

bertele-tele mengakibatkan antara lain:  

- kebenaran dan keadilan hancur ditelan masa;  

-  menimbulkan kebingungan dan keresahan yang berkepanjangan 

bagi yang berperkara; dan  
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- berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat atas lembaga 

peradilan. 

b. Menghindari Putusan yang Saling Bertentangan 

Manfaat yang lain, melalui system penggabungan dapat 

dihindari munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus 

yang sama. Oleh karena itu, apabila terdapat koneksitas antara beberapa 

gugatan, cara yang efektif untuk menghindari terjadinya putusan yang 

saling bertentangan, dengan jalan menempuh system kumulasi atau 

penggabungan gugatan.16 

C. Proses Pemeriksaan Penggabungan Is’bat Nikah Dan Perceraian 

Hasil wawancara yang di lakukan peneliti dengan Panitera pengadilan 

Agama Panyabungan tentang pemeriksaan perkara is’bat Nikah dan 

perceraian prosesnya lebih rumit dibanding perkara perceraian yang biasanya. 

Adapun letak perbedaannya adalah pada perkara penggabungan para pihak 

yang berperkara harus terlebih dahulu membuktikan bahwa perkawinannya 

sah dan terpenuhi syarat dan rukunnya. Serta suami istri tidak ada halangan 

untuk melangungkan pernikahan ataupun tidak ada hubungan nasab yang 

melarang untuk melangsungkan perkawinan, seterusnya para pihak harus 

membawa  dua orang saksi yang ditunjuk pada waktu proses akad nikah 

dilasanakan beserta wali yang menikahkannya, akan tetapi apabila salah satu 

                                                           
16 Sri Armaini, SHI.MH, Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten 

Mandailing Natal, wawancara pribadi, Panyabungan, 07 Januari 2016  
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saksi ataupun wali sudah meninggal dunia/wafat maka digantikan oleh orang 

ataupun undangan yang ikut menyaksikan akad nikah tersebut ditambahkan 

bahwa di dalam surat gugatannya harus dicantumkan dua orang saksi 

pernikahan, Wali nikah, serta mahar yang dibayar suami pada waktu akad 

Nikah, setelah proses pemeriksaan saksi perkawinan selesai dan dapat 

meyakinkan hakim barulah proses Pemeriksaan saksi perceraian dapat 

dilaksanakan. Pada pemeriksaan ini para pihak harus membawa minimal dua 

orang saksi yang mengetahui permasalahan dan penyebab percekcokan rumah 

tangga kedua belah pihak serta melihat dan mendengarnya, setelah itu barulah 

majelis hakim minimbang dan memutus perkara tersebut.17 

Selanjutnya hasil Wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan 

Agama Panyabungan yaitu khairil Anwar dimana ia juga mengungkapkan 

hampir sama dengan hasil Wawancara diatas, hanya saja ia menambahkan 

bahwa dalam proses penggabungan para pihak harus membawa saksi nikah 

dan saksi, dan sebelum persidangan ditentukan Ketua Majelis telah memerintahkan 

Jurusita Pengadilan Agama Panyabungan agar mengumumkan pelaksanaan sidang 

itsbat nikah dan cerai gugat yang diajukan Penggugat di Mass Media yang ditunjuk, 

namun ternyata 14 hari setelah pengumuman dilaksakan ternyata tidak ada pihak lain 

keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Ketua Majelis 

menentukan hari persidangan. Dan di dalam amar putusan perkara penggabungan 

                                                           
17 Nelson Dongoran, S.Ag.,SH.MM, Panitra Pengadilan Agama panyabungan 

Kabupaten Mandailing Natal, wawancara pribadi, Panyabungan, 22 Februari 2016.  
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berbeda dengan perkara perceraian biasa, dimana pada perkara penggabungan 

is’bat nikah dan perceraian pada poin pertama adalah pernyataan tentang 

sahnya perkawinan kedua belah pihak, selanjutnya barulah pernyataan 

dijatuhkannya Talak apabila memang Gugatan tersebut diterima ataupun putus 

Kabul.18 

 

D. Putusan Hakim No.18/Pdt.G/2015 Di Pengadilan Agama Panyabungan 

Telah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Khairil Anwar, beliau 

menjelakan  Putusan Hakim No.18/Pdt.G/2015 tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang yang berlaku, karena hakim memiliki dasar hukum yaitu Pasal 

7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan   surat edaran MA yang dibuat dalam 

bentuk buku yang berjudul Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan 

Administrasi Peradilan Agama halaman 148 yang berbunyi ”Is’bat nikah dalam 

rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan 

menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. 

Ia juga mengungkapkan Walaupun dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi 

Hukum Islam menyebutkan adanya pernikahan, yang dimaksud disini adalah 

pernikahan yang sah secara agama Islam akan tetapi tidak dicatat karena 

                                                           
18Khairil Anwar, Hakim Pengadilan Agama panyabungan Kabupaten Mandailing 

Natal, wawancara pribadi, Panyabungan, 22 Februari 2016.   
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kelalaian petugas pengawas pencatat nikah (P3N). Jadi, bagi pernikahan sirri 

tidak diperbolehkan mengajukan is’bat nikah ke Pengadilan Agama.  

Dalam hal memutuskan perkara kumulasi is’bat nikah dan perceraian, 

hakim lebih dahulu memeriksa perkara is’bat nikahnya. Dalam proses 

pembuktian, para pihak dianjurkan untuk mendatangkan dua orang saksi, surat 

keterangan dari KUA tempat mereka mendaftarkan pernikahan (jika ada) dan 

petugas pengawas pencatat nikah (P3N). Berdasarkan keterangan dua saksi 

tersebut dan keterangan P3N ditambah pengakuan dari si suami dan si istri yang 

membenarkan adanya pernikahan, menjadi pertimbangan Hakim dalam 

mengesahkan pernikahan tersebut. 

Apabila Hakim memutuskan untuk mengesahkan pernikahan tersebut, 

maka Hakim melanjutkan persidangan untuk memeriksa perkara perceraian. 

Mengenai bukti saksi yang didatangkan dalam proses pembuktian terhadap 

perkara is’bat nikah, boleh juga didatangkan dalam proses pembuktian perkara 

perceraiannya selama saksi tersebut mengetahui akibat keretakan rumah tangga 

pihak yang ingin bercerai. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Sri Armaini, beliau 

mengungkapkan  Komulasi is’bat nikah dan perceraian dikaitkan dengan azas 

Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan karena setelah hakim membuat 

surat putusan/penetapan terhadap komulasi is’bat nikah dan perceraian 

tersebut, mereka tidak perlu lagi mengurus akta nikah ke Kantor Urusan Agama 

karena Pengadilan Agama langsung memberikan akta cerai. Akan tetapi, jika 
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diperhatikan persidangan di Pengadilan Agama, perkara yang diajukan bisa 

diselesaikan dengan cepat tergantung kepada pihak yang berperkara. Apabila 

pihak yang berperkara mengetahui prosedur berperkara di Pengadilan Agama 

dan mengikutinya, maka perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat.  

Dari komulasi data diatas dilihat bahwa yang menjadi dasar hukum 

Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak begitu kuat dikarenakan dasar 

hukum tersebut hanya sebatas surat edaran mahkamah agung yang disusun 

dalam bentuk buku pedoman yang belum dijadikan sebagai Undang-Undang di 

tingkat peradilan agama.  

E.  Analisis Data 

Adapun dasar hakim dalam membolehkan komulasi is’bat nikah dan 

perceraian salah satunya adalah Pasal 7 ayat (3) KHI: “Is’bat nikah yang dapat 

diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan 

dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Dalam 

Pasal tersebut tidak ada pernyataan yang membolehkan adanya komulasi antara 

is’bat nikah dan perceraian, dan Pasal tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum 

terhadap pembolehan komulasi is’bat nikah dan perceraian. 

Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 

Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung memang ada 

pernyataan yang membolehkan bahkan menyuruh untuk menggabungkan isbat 

nikah dan perceraian dalam satu surat gugatan, akan tetapi sama halnya dengan 



 
 

69 
 

Kompilasi Hukum Islam, bahwa Buku II yang dipedomani oleh Pengadilan 

Agama tersebut juga tidak termasuk peraturan perundang-undangan. 

Pada putusan No 18/Pdt.G/2015/PA.Pyb dalam putusan tersebut tidak 

ada pertimbangan hukum terhadap is’bat nikah, yang seharusnya 

mencantumkan pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar putusan 

isbat nikah tersebut. Contohnya “Mengingat Pasal 7 Kompilasi Hukum 

Islam…”. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalil 

terhadap is’bat nikah hanya ada dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa: 

Yang menjadi dasar Hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam  

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa 

is’bat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-

hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian 

perceraian; Hilangnya Akta Nikah; Adanya keragun tentang sah atau tidaknya 

salah satu syarat perkawinan; Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum 

berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; Perkawinan yang dilakukan 

oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-

Undang No.1 Tahun 1974.  

Dasar  selanjutnya adalah Surat edaran MA yakni “Buku II Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama” yang mengatur 

penerapan azas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan karena setelah 

hakim membuat surat putusan/penetapan terhadap komulasi is’bat nikah dan 

perceraian tersebut, mereka tidak perlu lagi mengurus akta nikah ke Kantor 

Urusan Agama karena Pengadilan Agama langsung memberikan akta cerai. 

Akan tetapi, jika diperhatikan persidangan di Pengadilan Agama, perkara yang 

diajukan bisa diselesaikan dengan cepat tergantung kepada pihak yang 
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berperkara. Apabila pihak yang berperkara mengetahui prosedur berperkara di 

Pengadilan Agama dan mengikutinya, maka perkara tersebut dapat diselesaikan 

dengan cepat. 

Putusan Hakim No.18/Pdt.G/2015 bertentangan dengan aturan 

Perundang-Undangan yang berlaku, karena di dalam Undang-Undang 

Peradilan Agama Yaitu Undang-Undang Peradilan Agama Nomor. 7 Tahun 

1998 tidak ada dijelaskan mengenai komulasi Is’bat Nikah dan Perceraian 

sedangkan yang menjadi dasar Hakim yaitu  Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum 

Islam dan  surat edaran MA yang dibuat dalam bentuk buku yang berjudul Buku 

II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama bukan 

merupakan bentuk Undang-Undang yang disahkan di lingkungan Peradilan 

agama, jadi menurut Peneliti Kasus diatas jelas tidak sesuai dengan Undang-

Undang Peradilan Agama  . 

 

B.  Saran 

Kepada para sarjana hukum, seharusnya menganjurkan masyarakat 

untuk mencatatkan pernikahannya guna memperoleh akta nikah, karena akta 

nikah adalah bukti yang sangat kuat adanya pernikahan. Disarankan juga bagi 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN), untuk lebih  memperhatikan pencatatan 

pernikahan, supaya seluruh masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya 

tercatat di Kantor Urusan Agama dan mempunyai akta nikah. 
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Sebagai praktisi hukum, seorang hakim seharusnya lebih teliti dalam 

memeriksa perkara is’bat nikah, terutama alat bukti is’bat nikah. Bisa jadi 

karena akta nikahnya tidak ada, sehingga memberikan peluang kepada para 

pihak untuk melakukan penipuan terhadap pernikahan tersebut.  

 Pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah terlebih dahulu 

mengajukan is’bat nikahnya ke Pengadilan Agama. Setelah memperoleh 

putusan hakim yang mengikat dan berkekuatan hukum dengan menyatakan 

pernikahannya sah, kemudian putusan hakim tersebut dibawa ke Kantor Urusan 

Agama untuk mendapatkan akta nikah. Barulah mereka bisa mengajukan 

perceraian ke Pengadilan Agama.   
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PENGGABUNGAN IS’BAT NIKAH DAN PERCERAIAN MENURUT HAKIM 

(Studi Kasus Perkara No. 18/Pdt.G/2015 Di Pengadilan Agama Panyabungan 

DAFTAR WAWANCARA 

 

1. Apa yang dimaksud Komulasi? 

2. Apakah ada perbedaan  perkara penggabungan dengan perkara yang hanya satu  

perkara dalam surat gugatan  ? 

3. Apakah semua perkara penggabungan is’bat nikah dan perceraian yang di 

daftar di pengadilan Agama diterima ? 

4. Apakah ada Undang-Undang yang mengatur Penggabungan is’bat nikah dan 

perceraian ? 

5.  Apakah ada peraturan yang mengatur boleh atau tidak menngabungkan is’bat 

nikah dan perceraian ? 

6. Apa dasar hakim memutuskan perkara No.18/Pdt.G/2015/PA.Pyb tentang 

penggabungan is’bat nikah dan perceraian? 

7. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim memutuskan perkara 

No.18/Pdt.G/2015/PA.Pyb tentang penggabungan is’bat nikah dan perceraian? 

8. Bagaimana pembuktian dalam perkara tersebut? 

9. Apakah dalam perkara, hakim dalam persidangan harus menelusuri keabsahan 

pernikahannya menurut ketentuan hukum Islam? 

10. Bagaimana hasil putusan Hakim terhadap perkara No.18/Pdt.G/2015/PA.Pyb 

tentang penggabungan is’bat nikah dan perceraian? 

 

 

 

 

  



 
 



 


